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	2.1 Kajian Teori
	Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi:
	a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
	b. Menegakkan hukum dan,
	c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
	Tugas pokok tersebut diperinci dalam rumusan tugas-tugas yang susunannya mengacu pada susunan rumusan tugas pokok yang memuat tiga substansi yaitu :
	a) Substansi Tugas Pokok Memelihara dan Ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum.
	b) Substansi Tugas Pokok Menegakan Hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana.
	c) Substansi Tugas Pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang ...
	Berdasarkan ketentuan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, maka kewenangan umum  dimiliki oleh kepolisian diatur dalam Pasal 15 angka (1)  yang menyebutkan bahwa :
	Dalam rangka menyelenggarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
	a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
	b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum;
	c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
	d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
	e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
	f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
	g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
	h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
	i. Mencari keterangan dan barang bukti;
	j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
	k. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
	l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
	m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
	Berdasarkan penjelasan di atas maka pelindungan hukum terkait peran kepolisian dalam upaya pelindungan masyarakat terhadap korban investasi bodong arisan online adalah sistem yang menjamin bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelindungan huk...
	Hal ini membantu masyarakat dalam memperoleh ganti rugi dan mendapatkan keadilan atas kerugian yang mereka alami akibat investasi bodong. Namun meskipun kepolisian memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari investasi bodong, masih ada beb...
	2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan
	2.1. Kerangka Berpikir
	Kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fun...
	Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong arisan online telah diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dengan adanya penegakan hukum dan pelindungan dalam arisan online masyarakat memiliki hak untuk memperoleh keadilan dalam hal me...
	Bagan 2.1 Kerangka Berfikir
	METODE PENELITIAN
	3.2 Subjek Penelitian
	3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian
	Berdasarkan definisi operasional penelitian penulis memiliki acuan yang jelas dalam melakukan penelitian agar akurat dan terstruktur. Menurut Muhaimin (2020:42) definisi operasional penelitian sebagai susunan dari beberapa konsep sehingga terbentuk su...
	3.4 Teknik Pengumpulan Data
	3.4.2 Teknik Pengumpulan Data
	Teknik pengumpulan data merupakan proses atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
	1. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk melakukan tanya jawab secara langsung terhadap peneliti dengan informan (Muhaimin, 2020:95)
	2. Observasi adalah kegiatan mengamati dan menilai keadaan di lokasi penelitian dan informan penelitian.
	3. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti dokumen tulisan,gambar dan lainnya yang sudah ada (Hardani et al., 2020:150)
	3.4.3 Instrumen Pengumpulan Data
	Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga yaitu pertama wawancara yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan ter...
	3.5 Teknik Analisis Data
	Teknik analisis data dalam penelitian adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan membuat kes...
	Teknik pengelolahan data dalam penelitian ini yaitu (Sugiyono, 2013:247):
	1. Reduksi Data (Data Reduction) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pacta hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti...
	2. Penyajian Data (Data Display) yaitu melalui penyajian data dalam bentuk sederhana sehingga akan semakin mudah untuk memahami fenomena yang akan diteliti.
	3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) yaitu membuat kesimpulan tentang suatu pemahaman mengenai temuan peneliti.
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